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ABSTRAK

Salah satu produk yang dimiliki Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan
Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri cabang Yogyakarta yaitu pembiayaan
murabahah. Dalam ketentuan di KHES dan fatwa DSN-MUI apabila penjual
hendak mewakilkan kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga,
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi
milik penjual.Sementara dalam implementasi pembiayaan murabahah pihak
KSPPS menggunakan sistem wakalah, yang mana pihak koperasi memberikan
kewenangan terhadap anggota untuk membeli barangnya sendiri. Selain itu, dalam
pembelian barang dilakukan setelah kontrak akad pembiayaan ditandatangani oleh
kedua belah pihak dan tidak ada barang yang menjadi objek saat akad
berlangsung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan
kualitatif dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari
penerapan akad murabahah bil wakalah, serta asumsi normatif terhadap penerapan
akad yang didasarkan pada aturan KHES dan fatwa DSN-MUI.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, alasan KSPPS TAM
Syariah cabang Yogyakarta dalam implementasi pembiayaan murabahah berbeda
dengan aturan KHES dan fatwa DSN-MUI diantaranya karena adanya konversi,
strategi marketing dan kurangnya pengetahuan tentang akad murabahah. Kedua,
bahwa praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS Tunas Artha
Mandiri Syariah cabang Yogyakarta terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan
KHES dan fatwa DSN-MUI vyaitu terkait pembelian objek murabahah dari pihak
ketiga dan akad murabahah dilakukan terlebih dahulu sebelum objek pembiayaan
sepenuhnya milik KSPPS. Implementasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
pasal 119-120 dalam KHES dan ketentuan umum murabahah fatwa DSN-MUI
point 4 dan point 9.

Kata Kunci: pembiayaan murabahah, KHES, fatwa, koperasi syariah.



ABSTRACT

One of the products owned by Koperasi Simpan Pinjam and Pembiayaan
Syariah (KSPPS) Tunas Artha Mandiri Syariah Yogyakarta branch is murabahah
financing. In the provision in the KHES and the DSN-MUI fatwa if the seller
wants to represent the buyer to purchase contract must be made after the goods, in
principle, become the poperty of the seller. Meanwhile, in the implementation of
murabahah financing, KSPPS uses wakalah system, where the cooperative
empowers members to buy their own goods. In addition, the purchase of goods is
made after the financing contract is signed by both parties and no goods are the
object during the contract.

This type of investigation is a field research with a qualitative approach by
presenting factual information obtained from the application of the contract
murabahah bil wakalah, as well as normative assumptions about the application of
the contract based on KHES and fatwa DSN-MUI.

The results of this study show that: first, the reason of KSPPS TAM
Syariah Yogyakarta branch in implementing murabahah financing differ from
KHES rules and DSN-MUI fatwas, including conversion, marketing strategy and
lack of knowledge about murabahah contracts. Second, that the practice of
financing murabahah bil wakalah in KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah
Yogyakarta branch there is a difference with the provisions of KHES and fatwa
DSN-MUI, which relate to the purchase of murabahah objects from third parties
and murabahah contracts are executed before the financing object is fully owned
by KSPPS. Its implementation is not in accordance with the provisions of articles
199-120 in KHES and the general provisions of the fatwa murabahah DSN-MUI
point 4 and poin 9.

Keywords: murabahah financing, KHES, fatwa, sharia cooperative.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Koperasi Indonesia sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional, hal ini
berarti bahwa koperasi-koperasi harus memegang aktif untuk mewujudkan
tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat." Terbentuknya dan berkembangnya
koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang
berlandaskan gotong royong dan asas kekeluargaan merupakan realisasi
demokrasi ekonomi yang dibentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi
anggota dengan menyediakan kesempatan pinjaman modal, meningkatkan
keterampilan usaha, menggunakan lebih efisien sumber-sumber yang ada,
menyediakan daerah baru sumber-sumber produksi, adanya pembangunan industri
modern yang dapat mengolah bahan mentah yang terdapat di daerah itu, dan
membantu untuk meningkatkan tingkat pengetahuan umum dan teknis para
anggotanya.’

Termasuk dalam perkembangan koperasi di Indonesia yaitu Koperasi
Simpan Pinjam Syariah yang merupakan koperasi yang kegiatan usahanya
menghimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka,
serta penyaluran dana dilakukan melalui pemberian pembiayaan kepada nasabah

yang memiliki usaha mikro.

! G.Kartasapoetra dan A.G. Kartsapoetra, Koperasi Indonesia (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2003), him. 10.

? Rivai Wiraswasmita, Manajemen Koperasi (Bandung: CV Pionir Jaya, 2003), him. 32.



Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Tunas Artha
Mandiri (TAM) Syariah Cabang Yogyakarta merupakan salah satu koperasi yang
sebelumnya koperasi konvensional yang kemudian dikonversi menjadi koperasi
syariah. Koperasi ini berdiri pada tahun 1970 yang berpusat di Kabupaten
Nganjuk setelah 45 tahun menjalankan sistem operasionalnya dengan
konvensional. Pada akhir tahun 2015 koperasi tersebut resmi menjadi koperasi
syariah yang berbadan hukum setelah melakukan tahapan konversi pada tahun
2014. Alasan KSPPS Tunas Artha Mandiri berhijrah ke syariah yaitu pemilik
modal dan pengelola modal mengharapkan agar usaha dan harta yang diperoleh
bebas dari adanya riba sehingga menjadikan perolehan tersebut berkah, halal
melalui jalan Allah SWT.® Adanya konversi koperasi konvensional ke koperasi
syariah menjadikan sistem operasional harus sesuai ketentuan prinsip syariah.

Salah satu produk yang dimiliki oleh KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang
Yogyakarta yaitu Pembiayaan Murabahah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM), yang mana pembiayaan murabahah ini diawali dengan cara penawaran
terlebih dahulu. Penawaran biasa dilakukan oleh marketing dengan door to door
dan brosur untuk para UMKM yang ada di pasar tradisonal maupun rumahan.
Karena dengan adanya banyak penawaran akan menambah jumlah anggota
pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri. Ketika ada masyarakat
yang tertarik untuk mengajukan pembiayaan murabahah. Maka pihak koperasi
(marketing) akan memberikan formulir pengajuan murabahah untuk diisi

mengenai biodata dan berkas administrasi lain yang harus dilengkapi. Setelah

* Wawancara dengan Wahyu Priyoko, Manajer KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah
Cabang Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, tanggal 21 Mei 2021.



formulir dan berkas dilengkapi kemudian proses pengajuan berkas kepada
pimpinan cabang di KSPPS Tunas Artha Mandiri. Sebelum pimpinan menerima
atau menolak calon anggota pembiayaan murabahah, pihak koperasi melakukan
survey dengan berkunjung ke rumah calon anggota. Jika pengajuan calon anggota
tersebut diterima, maka pembiayaan murabahah bisa direalisasikan. Untuk
realisasi pembiayaan murabahah bisa dilakukan di kantor. Jadi calon anggota akan
datang ke kantor untuk melakukan akad.*

Pihak KSPPS dalam implementasi pembiayaan murabahah menggunakan
sistem wakalah, yang mana pihak koperasi memberikan kewenangan terhadap
anggota untuk membeli barangnya sendiri. Untuk surat perwakilan/kuasa
pembelian barang tersebut tertuang dalam lampiran pernyataan ijab kabul akad
murabahah bil wakalah. Setelah calon anggota membeli barang yang diinginkan
tersebut. Calon anggota hanya memberikan/menyerahkan sebuah nota kuitansi
bukti pembelian barang tersebut tanpa disertai wujud barang yang telah dibeli
kepada pihak KSPPS. Jadi pihak KSPPS tidak mengetahui secara langsung
spesifikasi barang yang dibeli oleh anggotanya. Pihak KSPPS hanya mengetahui
harga pokok dari barang kemudian menetapkan margin. Secara praktik di KSPPS
akad murabahah dilakukan secara bersamaan untuk penandatanganan akad

murabahah dan ijab kabul surat kuasa/wakalah.’

* Wawancara dengan Sigit Budi, Staf KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang
Yogyakarta, Kotegede, Yogyakarta, tanggal 21 Mei 2021.

> Wawancara dengan Wahyu Priyoko, Manajer KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah
Cabang Yogyakarta, Kotagede, Yogyakarta, tanggal 21 Mei 2021.



Menurut fatwa DSN-MUI No0.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad
murabahah dalam pasal 9 dijelaskan bahwa “jika bank hendak mewakilkan
kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”®
Kemudian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku 1l tentang
akad dijelaskan dalam pasal 119 bahwa ‘“apabila penjual hendak mewakilkan
kepada pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik
penjual.”’

Adapun Standar Operasional Produk (SOP) pembiayaan murabahah yang
diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai akad murabahah
dijelaskan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah dapat berupa murabahah
dengan gabungan akad lain diantaranya murabahah didahului dengan wakalah.
Mengenai jenis perjanjian berdasarkan SOP dijelaskan bahwa perjanjian terdiri
dari perjanjian pokok vyaitu akta perjanjian murabahah dan perjanjian tambahan
merupakan perjanjian di luar perjanjian pokok yang digunakan sebagai pelengkap
perjanjian pokok tersebut seperti akta pengalihan kuasa. Untuk obyek pembiayaan
berdasarkan SOP bahwa obyek murabahah harus dimiliki oleh Bank terlebih
dahulu. Konsep kepemilikan oleh Bank bisa diakui berdasarkan bukti yang sah
secara prinsip dan sesuai dengan syariah. Maksud dari kepemilikan obyek secara

prinsip adalah obyek tersebut memiliki spesifikasi yang jelas, mudah

® Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah Pasal 9.

" Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 119.



diidentifikasi, memiliki nilai, memiliki bukti legal kepemilikan (akta milik), dapat
diperjualbelikan, serta dapat dipindahkan kepemilikannya.®

Dari ketentuan fatwa DSN-MUI dan KHES intinya bahwa pihak lembaga
keuangan boleh mewakilkan kepada calon anggota untuk membeli barang dari
pihak ke tiga/supplier dengan ketentuan bahwa akad jual beli murabahah baru
dilakukan setelah secara prinsip menjadi milik bank. Sedangkan yang terjadi pada
praktik di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogjakarta tidak
demikian. Dalam praktiknya dalam pembelian barang dilakukan setelah kontrak
akad pembiayaan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tidak ada barang
yang menjadi objek saat akad berlangsung. Jadi barang belum dibeli pada saat
penandatangan akad pembiayaan murabahah. Setelah proses pencairan dana
pembiayaan dari KSPPS, barulah anggota melaksanakan perwakilannya untuk
membeli barang.

Dari uraian di atas, penyusun tertarik meneliti berkaitan dengan praktik
yang terjadi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogkarta tersebut
untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan pembiayaan murabahah dengan
sistem wakalah. Yang saat ini disebut dengan murabahah bil wakalah yang
dilaksanakan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogyakarta
berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

8 Mulya E.Siregar dan Ahmad Buchori, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah
(Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, 2016).



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan
beberapa permasalahan yang hendak diteliti sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi KSPPS Tunas Artha Mandiri
Syariah cabang Yogyakarta melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan
KHES dan Fatwa No.04/DSN-MUI/1VV/2000?

2. Bagaimana praktik akad pembiayaan murabahah bil wakalah di KSPPS
Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogyakarta ditinjau dari KHES dan
Fatwa No.04/DSN-MUI/1V/2000?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam masalah ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya
ketidaksesuaian praktik pembiayaan murabahah di KSPPS Tunas Artha
Mandiri Syariah cabang Yogyakarta dengan KHES dan Fatwa DSN.

2. Untuk menganalisa praktik akad pembiayaan murabahah bil wakalah di
KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogyakarta ditinjau dari
KHES dan Fatwa No0.04/DSN-MUI/IV/2000.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan

bagi peneliti, kalangan akademisi, maupun masyarakat mengenai

pembiayaan murabahah pada koperasi syariah.



b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan
akademisi maupun praktisi.
2. Kegunaan Praktis

Bagi lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syariah untuk
dijadikan rujukan oleh lembaga supaya meningkatkan dan memperbaiki

kualitas pembiyaan yang berkaitan pada akad murabahah bil wakalah.

D. Telaah Pustaka

Ada bebarapa penelitian tentang murabahah dari penelitian sebelumnya
diantaranya artikel yang ditulis oleh Yogi Herlambang, dkk. Tentang “Konsep
Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah.”
Artikel ini membahas tentang keadilan bagi nasabah dalam akad murabahah bil
wakalah pada bank syariah. Hasil dari penelitian tersebut, dalam akad murabahah
bil wakalah nilai keadilannya masih belum merata, sehingga dari hubungan antara
pihak nasabah dan bak, pihak bank yang lebih diuntungkan.® Artikel yang ditulis
oleh Zulfiyanda dan Faisal, dkk tentang “Akad Pembiayaan Murabahah Bil
Wakalah Pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe.” Artikel ini
membahas tentang akibat hukum dan hambatan pelaksanaan akad murabahah bil
wakalah pada Unit Mikro Syariah di PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
Lhokseumawe. Hasil penelitian dari artikel tersebut adalah terdapat belum sesuai
prosedur dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah, sehingga
dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan berakibat tidak sah dan batal

demi hukum. Selain itu, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum

% Yogi Herlambang, dkk, “Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Bil
Wakalah Di Bank Syariah” Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3:2
(Juli 2019).



amanahnya Unit Mikro Syariah di PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang
Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaan.™

Artikel yang ditulis oleh Rizal tentang “Implementasi Wakalah Pada
Lembaga Keuangan Syariah.” Artikel ini membahas tentang implementasi
wakalah pada lembaga keuangan mikro syariah. Hasil dari penelitian ini adalah
pelaksanaan akad wakalah sebagai pelengkap dalam pembiayaan murabahah,
demi memudahkan pelaksanaan pembiayaan antara nasabah dengan pihak
lembaga keuangan mikro syariah belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena
pihak-pihak yang terikat belum menjalankan akad wakalah tersebut sesuai dengan
ketentuan berlaku.™* Artikel yang ditulis oleh Mahmudatus Sa’diyah dan Moch
Aminudin tentang “Analisis Pengendalian Penyalahgunaan Akad Wakalah Pada
Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara.” Artikel ini
membahas tentang solusi penyalahgunaan akad wakalah pada produk pembiayaan
murabahah di BMT Se-Kabupaten Jepara. Hasil penelitian dari artikel ini adalah
solusi untuk penyalahgunaan akad wakalah pada produk pembiayaan murabahah

di BMT Se-Kabupaten Jepara berpegang pada prinsip 5C dan memperhatikan

1o Zulfiyanda dan Faisal, dkk, “Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT.Bank
Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe”, Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol: 8:1 (April
2020).

11 Rizal, “Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Syariah” Jurnal Equilibrium,
Vol. 3:1 (Juni 2015).



adanya 3 aspek penting dalam pembiayaan vyaitu aman, lancar dan
menguntungkan.*?

Penelitian yang ditulis oleh Tri Lestari yang berjudul “Tinjauan Hukum
Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah
Cabang Panorama Bengkulu.” Penelitian ini membahas terkait hukum dari praktik
Murabahah Bil Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu perspektif
Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini pihak bank telah memiliki
komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah serta dibolehkannya
menggabungkan antara akad murabahah dan wakalah dengan memperhatikan
kemashlahatan.*®

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu mengenai latar belakang,
tempat penelitian dan tinjauan analisis yang akan dipakai dalam penelitian penulis
lakukan. Penulis melakukan penelitian terhadap lembaga keuangan syariah non
bank vyaitu koperasi syariah. Yang mana koperasi yang akan penulis teliti
merupakan koperasi yang merupakan hasil konversi dari konvensional ke syariah.
Dan tinjauan yang akan digunakan dalam penelitian penulis yaitu Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI.

12 Mahmudatus Sa’diyah dan Moch Aminudin, “Analisis Pengendalian Penyalahgunaan
Akad Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BMT Se-Kabupaten Jepara”, Al-Masraf
Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol: 4:2 (Juli-Desember 2019).

" Tri Lestari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Murabahah Bil
Wakalah Di BNI Syariah Cabang Panorama Bengkulu” Skripsi IAIN Bengkulu (2019).
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E. Kerangka Teoritik

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah menurut Keputusan
Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No:
91/KEp/M.KUKMI/2004 vyaitu koperasi yang kegiatan usahanya meliputi
simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola
zakat, infag/sedekah dan wakaf. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha koperasi
syariah termasuk dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES). Sehingga dalam kaitan penelitian ini termasuk dalam praktik
pembiayaan murabahah bil wakalah yang harus mengikuti aturan prinsip syariah.
Sehingga diperlukan sebuah kerangka teori untuk menjawab rumusan masalah
yaitu uraian tentang tinjauan umum pembiayaan, tinjauan umum murabahah,
tinjauan umum wakalah.

Adiwarman Karim menjelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa
pembiayaan modal kerja syariah dalam jangka pendek yang diberikan kepada
perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan
prinsip syariah dengan jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun
dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.!* Menurut Keputusan Menteri Negara
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No: 91/KEp/M.KUKMI/2004 tentang
Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang dimaksud
pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasa

permodalan antar koperasi dengan anggota, calon anggotanya, yang mewajibkan

1 Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), him. 103.



11

penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima
kepada pihak koperasi sesuai akad diserta pembayaran sejumlah bagi hasil dari
pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana
pembiayaan. Sunarto Zulkifli menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pembiayaan
menggunakan analisa 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, condition
of econonomy.™®

Penjelasan Syafi’i Antonio bahwa secara praktik pengunaan akad
murabahah dalam pembiayaan dilakukan dengan cara lembaga keuangan membeli
barang dengan memberi kuasa kepada anggota atas nama lembaga keuangan, dan
pada saat bersamaan lembaga keuangan menjual barang tersebut kepada anggota
pembiayaan denga harga pokok ditambah sejumlah keuntungan atau margin untuk
dibayar oleh anggota pembiayaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan
perjanjian antara lembaga keuangan dengan anggota pembiyaan.’® Dalam
pembiayaan ini, koperasi sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai
spesifikasi yang diinginkan oleh anggota yang membutuhkan pembiayaan,
kemudian menjualnya kepada anggota tersebut dengan penambahan keuntungan
tetap. Sementara itu, anggita akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari

secara tunai maupun cicil.*’

!> Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah (Jakarta: Ziskrul Hakim,
2016), him. 153.

16 M. Syafi’i Antonio, “ Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum” (Jakarta: Tazkia Institute,
2000), him. 251.

" Ascarya, “Akad dan Produk Bank Syariah” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),
him.83.
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Wahbah az-Zuhaily mendefinisikan murabahah adalah jual beli dengan
harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.'® Adiwarman Karim
mendefiniskan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga
perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah No:
91/Kep/M.KUKMI/1X/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa
Keuangan Syariah bahwa murabahah adalah tagihan atas transaksi penjualan
barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota,
koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang
mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu
disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati
dimuka sesuai akad.'® Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20
ayat 6 mendefinisikan murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang
dilakukan shahibul maal dengan pihak yang membutuhkan dana melalui transaksi
jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat
nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahibul maal dan

pengembalinya dilakukan secara tunai atau angsur.?’ Hal yang membedakan

18 Wahbah az-Zuhaily, “Figh Islam wa Adillatuhu, ter. Abdul Hayyie Al Kattani (Jakarta:
Gema Insani Darul Fikri, 2011), Juz VII: 3765.

¥ Keputusan  Menteri  Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah  No:

91/Kep/M.KUKMI/1X/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

?° Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (6).
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murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada
pembeli harga pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.?

Terkait penggunaan akad wakalah dalam pembiayaan di koperasi syariah
digunakan oleh pihak koperasi sebagai akad pelengkap. Secara definisi dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 19 bahwa wakalah
adalah “pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.”?? Akad
wakalah dalam transaksi murabahah sesungguhnya telah diatur dalam fatwa DSN-
MUI No0.04/DSN-MUTI/IV/2000 tentang murabahah bahwa “jika bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual
beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik
bank.” #Dari ketentuan fatwa tersebut bahwa akad wakalah harus dilakukan
sebelum akad murabahah, karena jika secara prinsip barang harus sudah menjadi
milik bank, maka wakalah harus sudah dilaksanakan.

Dalam praktik, koperasi syariah memberikan kuasa (wakalah) kepada
anggota untuk membeli barang yang diinginkan oleh naggota. Berdasarkan hal
tersebut, koperasi syariah tidak secara langsung berhubungan dengan supplier
karena sudah diwakili oleh anggota. Praktik seperti ini tidak lepas dari kritik,
karena penerapan wakalah dianggap tidak ada bedanya dengan pembiayaan
konvensional, karena koperasi hanya sekedar memberikan uang kepada anggota

bukan memberikan barang sebagaimana yang dipesan oleh nasabah. Pada

2! Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2003), him. 114
22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (19).

% Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/1V/2000 tentang murabahah Pasal 9.
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dasarnya menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dijelaskan bahwa pembiayaan
dengan akad murabahah dapat berupa murabahah dengan gabungan akad lain

diantaranya murabahah didahului dengan wakalah.?*

** Mulya E.Siregar dan Ahmad Buchori, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah
(Jakarta: Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
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F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari,
menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.® Agar
mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penyusun
menggunakan beberapa metode sebagai berikut:
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu
penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau
tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.® Penelitian kualitatif
adalah penelitian dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak
menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan
penasfsiran terhadap hasilnya, akan tetapi dalam hal tertentu boleh
menggunakan angka.?’

Sedangkan dalam penelitian yang penyusun gunakan menggunakan
pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual
yang diperoleh dari penerapan akad murabahah bil wakalah, serta asumsi
normatif terhadap penerapan akad tersebut. Dalam hal ini peneliti
menggunakan data berupa wawancara kepada pimpinan KSPPS Tunas

Artha Mandiri Syariah cabang Yogyakarta kemudian melakukan penelitian

% |da Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Social
(‘Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), him. 20

% Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),
him.20.

%" Bani Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum (Bandung:CV Pustaka Setia, 2009),
him.100.
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dan mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok
pembahasan dalam penelitian ini.
2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan penelitian ini yaitu data tentang faktor yang
melatarbelakangi praktik pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan
peraturan dan data tentang praktik pembiayaan murabahah bil wakalah di
KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogyakarta.

Kemudian untuk memperoleh data-data penelitian, maka dibutuhkan
sumber data. Sumber data bisa berupa manusia, benda, keadaan,
dokumen, atau institusi.?® Dalam penelitian ini data diperoleh baik secara
lapangan ataupun kepustakaan. Sumber penelitian primer diperoleh para
peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.”® Data primer diperoleh
dari hasil wawancara langsung dengan karyawan dan pimpinan di KSPPS
Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta. Sedangkan data
sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap
bahan kepustakaan antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier.®
a. Bahan hukum primer yang mengikat dari sudut norma dasar, dan

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian

%8 Suraya Murcitaningrum, Pengantar Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Yogyakarta:
Prudent Media, 2013), him. 19.

» Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam
Penelitian (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), him.171.

%0 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif
(Surabaya: 2001), him. 101.
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ini adalah Al-Qur’an, Hadis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pebankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa
DNS-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa
DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Akad
Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku perbankan
syariah yang berkaitan dengan akad murabahah bil wakalah, hasil-hasil
penelitian, artikel, karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan
pentunjuk dan juga penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, seperti kamus hukum, internet, majalah.

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan
data.>* Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan

peneliti adalah:

3! 1bid.,
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a. Wawancara

Wawancara atau interview yaitu sebuah percakapan antara dua orang
atau lebih yang pertanyaannya dtujukan oleh peneliti kepada subjek atau
sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.** Macam-macam wawancara
yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.*® Dalam hal ini, jenis
wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang
tidak berstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang
bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang
telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.
Untuk menggali informasi peneliti mewancarai staf dan pimpinan cabang
KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta secara bebas
sehingga dapat informasi disertai pertanyaan yang diluar dugaan.
b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jadi
dokumen merupakan bahan tertulis yang berhubungan dengan suatu
peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan

seperti dokumen, soft file, data otentik dan arsip lainnya yang berhubungan

%2 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), him.
85.

% Muhammad Idrus, Metode Penelitian Illmu Sosial (Yogyakarta: PT Gelora Aksara
Pratama, 2009), him. 101.
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dengan masalah yang diteliti yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari
data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara.*
4. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode
tertentu. Menurut Miles dan Hubermaan analisis data kualitatif adalah suatu
proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan,
yaitu data reduction, data display dan conclusion.® Pertama, data reduction
adalah merangkum, memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada hal-
hal yang penting dicari tema dan polanya. Artinya data-data umum yang
diperoleh selama penelitian di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang
Yogyakarta kemudian dirangkum untuk diambil bagian pokok supaya
mendapat gambaran yang jelas terkait pembahasan penelitian. Kedua, data
display adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan
informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan
pengambilan tindakan. Jadi pada bagian ini terdapat sebuah analisis dari data
yang diperoleh dari KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogyakarta
secara praktik dan teori untuk menemukan sebuah jawaban pokok masalah.
Ketiga, conclusion adalah analisis data untuk terus meneurus baik selama

maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat

% Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019),
him.23.

% Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan
Nvivo (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), him. 11.
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menggambarkan hal yang terjadi. Pada bagian ini merupakan hasil analisis
praktik pembiayaan murabahah bil wakalah yang ditinjau dari KHES dan
fatwa DSN-MUI yang dimuat dalam sebuah kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan
Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini,
maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan
hal-hal yang dibahas tiap bab. Dalam penyusunan tesis ini, penulis membagi
pembahasan ini ke dalam lima bab, yang masing babnya terdapat sub bab.
Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini antara lain:
BAB I: PENDAHULUAN
Pendahuluan berfungsi untuk memberikan pengetahuan umum tentang arah
penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini memuat tentang latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka
teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
BAB I1: LANDASAN TEORI
Bab ini sebagai landasan teoritis yang digunakan dalam tesis ini. Pada bab
ini memuat tentang pengertian pembiayaan,pengertian murabahah, syarat dan
rukun murabahah, pengertian wakalah, syarat dan rukun wakalah, murabahah bil
wakalah.
BAB I1I: PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS TUNAS ARTHA
MANDIRI SYARIAH
Pada bab ini berisi tentang gambaran umum atas data yang digunakan

sebagai obyek penelitian. Pada bab ketiga meliputi sejarah KSPPS Tunas Artha
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Mandiri Syariah cabang Yogyakarta, Produk pembiayaan KSPPS Tunas Artha
Mandiri Syariah cabang Yogyakarta, pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di
KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogyakarta.
BAB IV: ANALISIS KHES DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 04/DSN-
MUI/1V/2000 TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KSPPS
TUNAS ARTHA MANDIRI SYARIAH

Pada bab ini berisi pembahasan dari berbagai hasil pengumpulan data dan
analisis penelitian, diantaranya adalah menjawab praktik pembiayaan murabahah
bil wakalah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah cabang Yogyakarta yang
ditinjau dari KHES dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000.
BAB V: PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan

atas rumusan permasalahan dalam penelitian disertai dengan saran.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

1. Faktor penyebab ketidaksesuaian praktik Murabahah Di KSPPS TAM
Syariah Cabang Yogyakakarta dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI ada 3
yaitu: Pertama, Adanya konversi dari koperasi konvensional menjadi
koperasi syariah. Kedua, strategi marketing karena banyaknya persaingan
lembaga keuangan yang menawarkan  produk di masyarakat secara
lapangan. Ketiga, kurangnya pengetahuan tentang akad murabahah.

2. Analisis akad pembiayaan murabahah yang ditinjau dari KHES dapat ditarik
kesimpulan bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah di KSPPS TAM
Syariah cabang Yogyakarta terdapat ketidaksesuaian terhadap ketentuan
KHES vyaitu secara praktik Pihak KSPPS TAM Syariah cabang Yogyakarta
tidak sesuai dengan pasal 119 dan pasal 120. Hal ini terkait Secara praktik
di KSPPS TAM Syariah Cabang Yogyakarta mewakilkan kepada anggota
untuk membeli barang dari pihak ketiga (supplier). Dalam hal ini pihak
KSPPS dan anggota melakukan akad murabahah terlebih dahulu sebelum
barang secara prinsip menjadi milik KSPPS. Seharusnya sesuai ketentuan
pasal 119 dijelaskan bahwa apabila penjual hendak mewakilkan kepada
pembeli untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah
harus dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik penjual.

3. Analisis praktik murabahah di KSPPS TAM syariah cabang Yogyakarta
ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 terdapat

ketidaksesuaian yaitu secara praktik di KSPPS TAM syariah cabang
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Yogyakarta tidak sesuai dengan ketentuan umum murabahah point 4 dan
point 9. Secara praktik pihak KSPPS terkait pembelian barang dengan
sistem wakalah untuk pembeliannya tidak diatasnamakan pihak KSPPS
tetapi atas nama anggota sendiri. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan
fatwa DSN-MUI point 4 tentang Bank membeli barang yang diperlukan
nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
Kemudian secara praktik pihak KSPPS melakukan akad murbahah terlebih
dahulu sedangkan barang belum ada, dalam artian ada saat penandatangan
akad pembiayaan murabahah barang belum tersedia. Barang dibeli setelah
pencairan dana pembiayaan murabahah disetujui oleh KSPPS. Hal tersebut
tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI point 9 (sembilan)
dijelaskan jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang,
secara prinsip menjadi milik bank.
B. Saran

1. Bagi pihak KSSPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Yogyakarta agar
memperhatikan dan memahami tentang ketentuan pelaksanaan akad
pembiayaan murabahah yang ada di Fatwa DSN-MUI dan KHES.
Khususnya terkait penggunaaan wakalah dalam pelaksanaan pembiayaan
murabahah.

2. Bagi para pimpinan lembaga keuangan syariah secara umum sebelum
menerapkan operasional secara syariah untuk lebih memahami pedoman

atau ketentuan akad yang dipakai dalam produknya. Termasuk memberikan
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pengetahuan atau pelatihan terhadap staff atau karyawan yang belum
mengetahui tentang pelaksanaan prinsip syariah di lembaga keuangan

syariah.
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